
WALIKOTA KUANG 

DROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

NOMOR 20 TAHUN 2022 

TEN'TANG 

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG 

DENGAN RAHMAT TUIIAN YAN MAILA ESA 

WALIKOTA KUPANG. 

Menimbang 

Mengingat 

. a. bahwa berdasarkan Pusal 17 ayat (3) dan (6) Undung- Undang 

Noror 15 Tahun 2OO+ tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung jawab Keuangan Negara, Iaporan hasil pemeriksaan 

keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporen hasil 

pemeriksaan dengan tu;uan tertentu, disampaikan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Walikota, 

seui ketentuan peraturan perundarug- ndagen, 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan emerintah Noror 

2 Tahun 2017 tentang embinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pererintahan Daerah, Kepala Daerah, Wakil 

Kepala Daerah, dan Kopal Perangkat Dacrah wajib 

melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan; 

c. bahwa berdasurkan pertirbangan sebagaimana diralsud 

dalam huruf a dan hurf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walkota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Kcuangan Republik Indonesia pada 

Pererintah Pererintah Kota Ku pang; 

t. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Kotaadya Daerah Tiagkat II Kapang fLembaran Negara 

Repubik Indoncsia Tahu 1996 NOmor 43, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633] 



2. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kohusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 3851]; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Noror 4355), 

3. Undang- Undang Nomar l tahun 2004 ten.tang Per'bendaharaan 

Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Norr 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran 

Negare Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererintahan 

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Naror 244, Turbuahan Lerabaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) scbagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerje Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noror 

245, Lembaran Negara Rcpublik Indoncsin 65734; 

6. Peraturan Pemerintah Nomar 60 Tahu 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pererintah (Lembara Negara Re publik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4890); 

7. Peraturan Pererintah Noor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasnn Peyelenggaraan Pemerintah 

Daera.h [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia 6041); 

8. Peratunan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Perbentukan den Susunun Perangkat Daerah Kotu Kapang 

(Lem baran Daerah Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daera Kota Kupang Nomor 273) ebagairman telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Kupang Nomur 6 Thun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 entang 



Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kora Kupang 

(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Noror 06, 

Tambahan Lem baura.n Daerah Kota Kupang Nomor 285]; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN WALIOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN 

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA 

KUPANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

asal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang drmaksud dengan; 

I. Laporan Hasi Pemnerilsaan yang selanjutnya disebut LIHP adalah Laporan 

Hasil Pereriksaan Badan Pereriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi 

pemeriksaan keuangan, pemeniksaan kinerja, dan pemeriksaan dongan tujuan 

ertentu. 

2 Rekomendasi adale.h dari pereriksa berdasarkan basil 

pemeriksannnya, yang ditujuknn kepada orang dan/arau badan yang berwenang 

untuk melaku.kan tindakan dan/eta perbaiken. 

3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

BP adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwaleilan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

4. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjumnya discbut Perangkat Daerah 

adalah Perang.sat Daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kota K.pang 

5. Tindak Lanjut Hass pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah 

Tindak Lanju Has.l Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia 

6. Permantauan oleh BP 'seuai UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 20] Untuk Pejabat 

wajtb menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BK, adalah rangkaia.n 

kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk 

menentukan bahrwa Pejabat telah relaksanakan rekamendasi hasil pemeriksaan 

dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 

7 Tie Tindak Lanjut Hasil Pereriksean Badan Pererikse Keuangan Republik 

Indonesia pada Pemerintah Kota Kupang yang selanjutya disebut Tim TLHP 



BP RI adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakn, Tidal 

Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

8. Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang 

9. Pemerintah Daerah adalah Walikotn sebagai unsur penyelengara Pemerinthan 

Daerah yang meirpin pelaksanaan rusen 

kewenangan daerah otonom 

10. Walikota adalah Walikota Kupang. 

1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota upang 

12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Pemerintah Kota upang. 

13. lnspcktur adalah Inspektur Pemerintah Kot Kupang 

I4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Pererintah Kota Kupang 

Pasal 2 

Maksud dtetapkannya Pedornan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adala.h 

untuk memberikan acan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam menindaklanjuti 

hasil pemeriksaun Budan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Pasal 3 

Tjuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasl Pereriksaan ini aala.h agar 

tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Hadan Pemerikea Keuangan Republik 

Indonesia dapat dilaksanakan secars efektif, efisien dan kuntabel. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Pedoran Tindak Lanjut Has.l Pemeriksaan ini mencakup 

prencanaan, pelaksanaan, pomantuan dan pelaporan ';ndak Lanjut 

terhadap iasil Pereriksaan Baden Pereriksa Keuangan Republik Indonesia, 

meliputi 

a. Pereriksaan keuangan; 

h Pemerilsaan kinerja; den 

e. Peteriksaan dengan tujuan tertentu. 

pemerintahan yang menjadi 



BAB III 

SI8TEMATIKA 

Pesal 5 

Pererilsan lasil Perneriksaan 

[I) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksasn ini meliputi: 

I endahuluan 

LI Maksud dan Tujuan 

LIL Ruang Lingkup 

IV. Tindak Lajut Hasil Pereriksaan Badan Pereriksaan Keuangan 

Republik Indonesia 

V Tim Tindak Lanjut 

Keuangan Republik Indonesia 

I. Pelaporan indak Lanjut Hasil emerikeaan Badan Pemeriksann 

Keuangan Republik Indonesia 

VII. Sandar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pereriksaan Badan 

Pereriksaan Keuangn Republik Indonesia 

[) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lajut Hasi] Pemneriksaan 

sebagairan diraalsud pada ayat (I] tercanturn dalarn larnpiran, dan 

mcrupa.kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, 



3AI IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Wahikora ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Darrah Pererintah Kora 
• 

Ku pang 

Diteta.plan di Kupang 

pada tanggal 30 Mei 20p2 
rWALIK , 'A KUPANG, 2K 

� ON R. 1-<iWU KORE� 

Diundangkan di Kupang 

pada tanggal 30 Mei 2022 

b-sEKRETARIS DAF:RAH KO'J"A K.UPJ\NG,� 

FAHR 

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 60O 



LAMPTRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

NOMO 20 TAHUN 2022 

TAN6AL 30 MEI 2022 

TENTANO PEDOMAN TINDAK LAN.JUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN 

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA 

PEMERINTAH KOTA KUPANG 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Pasal 7 ayat [) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2DU4 tentang Pereriksaan Pengelolaan dan Tanggung jaweb 

Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporn hasil 

peeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Ketangan Republik Indonesia 

Kepada Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Selanjutnya Peasel 20 Udang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalar 

ha ini Walikota yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk 

menindaklanjuti rekomendasi dalam la poran hasil pemeriksaan tersebut. 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud ditetapkannya Pedoma Tindal Lanjut Hasil Pereriksaan ini 

adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalan 

enindallanjuti has~l pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia, Tujuan ditetapkanrya Pedoran Tindak Lanut Hasil 

emerilsaan ini adala.h agar tindak lanjut terhadap hasil pemeniksaan 

Badan Pereriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilalsanakan secara 

efektif, efisien dan akuntabel 

LILI RLANG LINOKUP 

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup 

perencanaan, pelaksaaan, perantaan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BHadan Pereriksa Keangan Republik Indonesia, meliputi 

A. Pemerilsaan keuangan; 

emerilsaan Kcuangan adala.h pemeriksaan ates laporan keuangan. 

• Pemeriksaan ini dilakcukan oleh p alam rangka memberikan 

pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajfkan 

dalam laporan keuangan pemerintah. 



• 

B. Pemeriksaan kinerja; 

Pereriksan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomni dan 

efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan 

bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern 

pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegatan yang 

dibiayai dengan keuangan Negara / Daerah disclenggarakan secara 

ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. 

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang 

dilakkan dengan tujun khusus, di luar pereriksaan keuangan dan 

pemeriksaan kinerja. Terrasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini 

adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan 

dan pemerikssan investigatif. 

IV, TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

A Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeniksa Keuangan yang telah 

diterima oleh Walikota Kupang dengan tembusan kepada Inspektorat 

Daerah Kota Kupang kermudian dikoordinasikan oleh Wakil Walikota 

selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Laerah, Inspektorat 

dan Perangkat Dacrah terkait untuk scgera menindaklanjuti 

rckomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan 

urutan 

No Uraian per.anguniawab Waktu Pelak sanaan Ket 

L Konep Inspektorat I - S hari  seclah LIP 

Perintah {Instrukei iterima 

2 Percepatan Tindak erangkar Daerah t - 
, hari setela 

La.nut erangkat ter iait Perintah /Instrukg4 

Dacrah a.as Wel~lot.a diterime 

rekomer.dasi Perangkat Daerah 



• 

3 Rekapitulasi tindak Inspektorat 

' 
- 3 huari setel 

lanjut betas waktu tinda 

lajut Perangka 

Daerah. 

4, Peagriun Laporan lnspeltorat 1 - 3 hari sete 

Inda.k draft apora 

Lajut beserta ditandatangani ole 

bu.kti Tindal 
. 

Sekretaris Daerah. 

B. Kewajiban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan. 

1. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pereriksaan Keuangan 

setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk 

Perintah/Instruksi Walikota yang ditujukan kcpada perangkat 

daerah terkait 

2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa surat scsuai bunyi 

rckomendasi atas pclaksanaan tindak lanjut dcngan dilampiri 

dokumen bukti pendukung 

3. Inspektorat selaku koordinator perangkat daerah dalam 

pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindaklanjut 

kcpada adan Pemeriksa Keuangan. 

4, Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tide.k dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu yang tclah ditentukan, perangkat 

daerah wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi : 

a. force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, 

revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan ganggyuan 

lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat 

dilaksanakan. 

b. subjek atau objck rckomendasi dalam proses peradilan: 

I) pcjabat menjadi tersangka dan ditahan; 

2) pejabat menjadi terpidana; atau 

3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan. 



c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, cfisien, 

dan ekonomis antara lain, yaitu: 

) perubahan struktur organisasi; dan/atau 

2) perubahan regulasi. 

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan perangkat 

daerah terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharann 

dan Tuntutan anti Rugi (MP-TPTGR). 

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP 

TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat 

Keterangan Tanggang Jawab Mutlak (SKTJM] untuk dilaporkan dalam 

Laporan Keuangan. 

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi 

1. Pejabat wajib menindaklanjuri hasfl pemeriksaan BPK selambat 

lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 

2 Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang 

tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang mcnyangkut Pihak Kctiga. 

Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Keiga dalam 

penyelesaiannya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait. 

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia terdiri dari 

• 



JABATAN DALAM JABATAN DALAM TUGAS DALAM TIM 

rg 

bertanggung jawab atas pelakxsanaan 
Pembina Walikota 

tindak lajut hasil pengawassean 

Pererintah Kota Kupang 

memberikan arah kebijakcan Tindak 
Pengrah/Penasehat 1 Wakil Walikota 

Lanfut Truan Peng wa san 
2 Selcrtaris Dacra.h 

Pererinta.h ota Kupang 
3. sister 

. 

mengkoordinasikan pelaksanean 
Ketua lspektur 

Tindak Lan.jut Teruan Hail 

ereriksaan di Pererintahn ota 

Kpang 

a menyusun rvkapitulas.i hasil 
Sekrearis Seireturis Inspektorut 

monitoring Tindak Lanjut Temuan 

enerilcsaau 

b. menyusun laporan Tindak Lan;jut 

dan melaporla hasilya kepads 

Waikota Kupang 

melakuka perantaua tindak lam_jut 
Ang.got Inspektur Pembantu, 

man dan rekomendasi Hasil 
Ka Sub Bag Evauasi 

Pereriksaan ark wegera 
dan Pelaporan, Pejabat 

diseiesaikan 
Fung,slonal 

mempersiapkan jedwa dan 
gekretariet Staf Inspcktoral 

pelakswanaan monitoring Tindak 

Lanjut Temuan Pemeriksaan di 

Perangkat Daerah 

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN 

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

A. Periode Pela poran 

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 pcriode yairu Semester 

I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember 

B. Tujuan Pelaporan 

Tujuan pelaporan adalah untuk melaporkan perkembangan tindak lanjut 

dari Perangkat Daerah terkait. 



.. 

• 

C. Format Laporan 

1. Surat Tindak Lanjut Hasl Pemeriksan BPK ditandatangani Sekretaris 
Daerah. 

2. Format Laporan per Triwulan. 

TINDAK LANJUIT PEMERISAAN BPK RI ATAS 

o 0 . . FE M E I NT A H  PEMERINTAH 

KOTA KUPAN TAHUN ANGGARAN ..... ...., 

ll!PHOMUM •..•......•......... tanw.J . 

e EM4A. CO4EN LA.I T.ND BREA.NAN yr 

MI AA.N LANJJT TINDAKAANT I 

I I 

SEKRETARIS DAERAIT 

ttd 

3. Format khtisar Temuan hasil Pereriksaan BPK-RI 

IKTHISAR TEMU AN 

HASIL PE.MERIEKAAN LPK RI ATAS . . . . . » +. . .0 . . LH  

N0MOR .•........•.••••••. tangg,;al ..•. ,_,,,, . 

I 
Tidal Launut 

Nila Nilad Sesai Dalac 

Beu,l 
Tdke dapat 

No eeua. 
. .. 

R 

' 

SEKRETARIS DAERATH 

• 



VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL 
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

a. Penanganan Tindak Lanjut Hasil emeriksaan BPK tertuang dalam 

Standar Operasional dan Prosedur 

b. Standar Operasional dan Prosedur lebih lanjut ditetapkan 

dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota Kupang 

rW,\IJKOT KUPANG,J 

�JKf.'IRS' ON R R!\VU KOREfl 

• 
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